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ABSTRAK

Dhea Armadhani Darlan (040 2019 0116), “Tinjauan Hukum
Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Rechts
Vervolging) Pada Tindak Pidana Penipuan Di Makassar (Studi
Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks)”. Dibimbing oleh bapak
Dr. Mustamin, S.H., M.H., selaku pembimbing | dan bapak Dr. A. Istiglal
Assad, S.H., M.H., selaku pembimbing .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim
Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus putusan lepas Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Makassar No0.468/Pid.B/2022/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar,
untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik
pengumpulan data berupa penelitian Pustaka, penelitian lapangan dengan
melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi
tersebut. Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris-
normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data
sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang di
peroleh dari berbagai sumber.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah
lalai dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan Pasal 378
KUHP. Dalam unsur Pasal 378 KUHP terdapat unsur “Rangkaian kata-
kata bohong” namun tidak dipertimbangkan sehingga lalai dalam
menerapkan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya
mempertimbangkan adanya perjanjian (Perdata) yang dibuat sehingga
delik yang dilakukan adalah suatu perkara keperdataan. Karena
menyangkut hutang piutang, yang merupakan ranah perkara perdata
maka terdakwa harus di nyatakan terbukti melakukan perbuatan
sebagaimana di sebut dalam dakwaan Penuntut Umum, namun bukan
merupakan tindak pidana. Maka terdakwa harus di lepaskan dari segala
Tuntutan Hukum Pidana (Onslag Van Rechts Vervolging) maka terdakwa
harus dipilihkan nama baiknya dalam Harkat, Martabat dan
Kedudukannya.

Bahwa seharusnya aparat/penegak hukum melakukan upaya
maksimal dalam penyelesaian perkara tindak penipuan dan penggelapan
secara kekeluargaan dalam bentuk perdamaian melalui pendekatan
konsep Restorative Justice (RJ). seharusnya Jaksa Penuntunt Umum
dapat lebih teliti dan cermat dalam memeriksa perkara dengan
mencantumkan serta mengurai asas-asas pembuktian sebagaimana yang
di atur dalam KUHAP.

Kata kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana, Penipuan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum bersandar pada keyakinan
bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang
adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama:
hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak
berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif,
yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu
arus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan
dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Dalam negara
hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai
dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan
kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan
hukum. Haruslah diakui bahwa hukum tanpa keadilan merupakan
kewenangan dan kebobrokan moral. Dari sisi hukum, dibeberapa
perkara lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi
kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Keadilan hanya dapat dipahami jika ia diposisikan dalam
keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk
mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang

dinamis yang memakan banyak waktu.



Upaya ini seringkali juga di dominasi oleh kekuatan-kekuatan
yang bertarung dalam rangka umum tatanan politik untuk
mengaktualisasikannya. Sebagai salah satu dimensi kehidupan
bangsa Indonesia, Hukum Indonesia adalah salah satu kebutuhan
mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur
kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun
kehidupan bernegara.

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum
adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi
warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan demikian hukum di negara kita dijadikan suatu kaidah atau
norma yang disepakati Bersama dan karenanya harus dipertahankan
dan ditaati bersama pula, baik oleh penguasa ataupun masyarakat
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Membahas tentang pidana penipuan, dalam Islam juga
diajarkan betapa terlarangnya tindak pidana penipuan tersebut,
sebagaimana diajarkan dalam AI-Quran Surah Al-Anfal Ayat 58,

menyatakan:
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Terjemahnya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya)
pengkhianatan dari suatu golongan, Maka
kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan
cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berkhianat.

Adapun hadist Rasulullah SAW:
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Artinya:  “Dari sahabat Abu Bakar Ash-Shidig radhiyallahu anhu,
Nabi SAW pernah bersabda: tidak akan masuk surga
seorang penipu, seorang yang pelit, dan orang yang
berbuat buruk kepada budaknya “(H.R Tirmidzi).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dalam
amandemen ke empat dengan tegas menyatakan, bahwa negara
Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal ini berarti Republik
Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya. Dalam hukum seperti Indonesia, pengadilan adalah suatu
badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk
mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk
mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum
adalah melalui badan peradilan tersebut. Dalam suatu peradilan,
hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang

berhak memutus perkara.



Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai menanjak naik di
bidang sosial, ekonomi dan politik. Kemajuan sebuah negara asing
berbanding lurus dengan kemajuan tingkat kriminalitasnya pula.
Adanya pergeseran norma-norma yang ada didalam masyarakat ini,
karena adanya  kaidah-kaidah  atau  aturan-aturan  yang
dikesampingkan sehingga moral semakin merosot akibatnya aturan
hukum mulai terkikis.

Berbagai macam kejahatan diberitakan setiap detiknya
diberbagai media baik media elektronik maupun media cetak.
Ditengah riuhnya berita yang menggambarkan meningkatnya nilai
rupiah sampai kepada kemiskinan yang konon katanya telah
mengalami fluktuasi. Kemerosotan nilai dan moral tersebut rupanya
bukan lagi fenomena yang dirasa serius di dalam masyarakat, bahkan
terkadang dianggap biasa. Salah satu bentuk kejahatan yang masih
sangat marak terjadi yaitu penipuan. Bagi para oknum tindak pidana
penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan, penipuan bisa
terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi
yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik
melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak
sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara
apik dengan berbagai macam bentuk. Perbuatan penipuan itu selalu
ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam

masyarakat. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari



sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling
tidak percaya dan akibatnya, merusak tata kehidupan masyarakat.

Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur
dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta
dan terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu barang siapa
yang melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1
tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut
maka dapat dijatuhi sanksi pidana.

Melalui putusan, hakim akan menentukan berat ringannya
sanksi pidana yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui
putusannya pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak
atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau
tindakan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik
Indonesia (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman) sedangkan Pasal 50 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman: segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan
dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.



Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada
umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk
menyelesaikan perkara.
Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, dinyatakan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan
hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.
Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga
kemungkinan: 1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata
tertib; 2. Putusan bebas; 3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri
yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk:
1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1)
KUHAP);

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)
KUHAP);

3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal

dua jenis putusan pengadilan. Jenis yang pertama adalah putusan



pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu; putusan yang
berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa
suatu perkara (onbevoegde verklaring), Pasal 148 ayat (1) KUHAP.
Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan
kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan
pengadilan lain. 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat
dakwaan penuntut umum batal (nietig verklaring van de acte van
verwijzing) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat
dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak
dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam
surat dakwaan. 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan
penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) Pasal
156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut
umum sudah kadaluarsa, nebis in idem, perkara yang memerlukan
syarat aduan (klacht delict), penuntutan seorang penerbit yang telah
memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP. 4) Putusan yang berisi
penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan
prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di
dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih
dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal
perkara perzinahan (overspel) sebagaimana yang diatur dalam Pasal
284 KUHAP.

Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang

merupakan putusan akhir (eind vonnis), yaitu: 1) Putusan yang



menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) Pasal
191 ayat (1) KUHAP, 2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa
dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (ontslag van alle
rechtsvervolging) Pasal 191 ayat (2) KUHAP. 3) Putusan yang berisi
suatu pemidanaan (verordening) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dalam perkara ini terdakwa pada pertengahan bulan April 2019
menghubungi saksi Tina Maria yang meminta tolong agar diberikan
uang Rp. 18.000.000,- dengan alasan terdakwa membutuhkan uang
untuk modal usaha, dan untuk meyakinkan saksi Tina Maria, terdakwa
mengatakan akan mengikuti arisan pada saksi Rosmina dan berjan;ji
akan mengembalikan uang tersebut ketika arisan terdakwa naik.
Mendengar hal tersebut saksi Tina Maria pun setuju dan menghubungi
suaminya yaitu saksi Aswar Haeruddinn agar mengantarkan uang
sebesar Rp. 18.000.000,- di sekolah anak saksi korban Tina Maria
yang mana terdakwa telah menunggu dan tidak lama berselang saksi
Aswar Haeruddin datang membawa uang sejumlah tersebut di atas,
dan menyerahkan kepada isterinya yaitu saksi Tina Maria yang
selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya,
pada tanggal 31 April 2019, terdakwa mendatangi lagi rumah saksi
Tina Maria dan meminta tolong agar diberikan uang sebesar Rp.
20.000.000,- dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk
menambah modal usaha agar bisa membayar iuran arisan kepada

saksi Rosmina sebanyak 5 nomor dengan nama terdakwa sendiri.



Merasa percaya saksi Tina pun memberikan uang sebesar Rp.
20.000.000,- yang diserahkan di rumah Dg.Talla yang merupakan
tetangga saksi Tina Maria, yang kemudia pada bulan Juni 2019 pada
saat arisan putaran pertama akan dimulai, saksi Tina Maria
mendatangi saksi Rosmina dan bertanya kepada saksi Rosmina
mengenai arisan yang didaftar oleh terdakwa, namun saksi Rosmina
mengatakan bahwa benar terdakwa memiliki arisan, tapi arisan
tersebut merupakan jaminan terdakwa terhadap saksi Rosmina,
karena terdakwa telah meminjam uang saksi Rosmina sebesar Rp.
10.500.000,- sehingga saksi Tina Maria pun kaget merasa dibohongi
oleh terdakwa, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut,
mengakibatkan saksi korban mengalami sejumlah kerugian.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Undang-
undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich
toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan
karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam
puluh rupiah”.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Undang-
undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), yang menyatakan:



“Barangsiapa yang menguntung diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Terhadap
Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Alle Rechts
vervolging) pada tindak pidana penipuan di Makassar (Studi

Kasus Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks).

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka
adapun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tuntutan
(Onslag Van Alle Rechts Vervolging) pada tindak pidana penipuan
di Makassar sesuai putusan perkara no. 468/Pid.B/2022/PN.Mks?
2. Apa akibat hukum dari putusan onslag Van Rechts Vervolging

terhadap kedudukan terdakwa?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat

mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah:
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum
terhadap putusan lepas dari segala tuntutan (Onslag Van Alle
Rechts Vervolging) pada tindak pidana penipuan di Makassar
sesuai putusan perkara no.468/Pid.B/2022/PN.Mks.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari putusan

Onslag Van Alle Rechts Vervolging terhadap kedudukan terdakwa.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam
perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas dalam penelitian ini.
2. Secara Praktis
a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar,
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan
perbendaharaan perpustakaan yang berguna bagi mahasiswa.
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam
perkembangan dibidang hukum terutama dalam melihat sisi

lain dari pada penelitian.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum
1. Pengertian Tinjauan Hukum

Para ahli hukum sampai sekarang tidak atau belum sepakat
tentang definisi hukum. Hampir semua ahli hukum berlainan
pendapat tentang definisi hukum. Immanuel Kant lebih dari 150
tahun yang lalu menulis “Noch suchen die juristen eine Definition zu
ihrem Begriffe von Recht”. (Tidak seorang ahli hukum pun yang
mampu membuat definisi tentang hukum). Kesepakatan ini
disebabkan persoalan lahan hukum yang sangat luas dan rumit.,
yaitu menyangkut luas dan rumitnya permasalahan kehidupan
manusia. Kadang satu definisi memuaskan salah satu pihak dan
tidak memuaskan pihak lain.

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian hukum,
terlebih dahulu dapat ditelusuri dari makna secara etimologi. Dalam
Bahasa latin hukum dikatakan terdapat banyak penyebutan,
diantaranya:

1. Recht yang berasal dari kata rectum yang mempunyai arti
bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.
2. lus yang berasal dari Bahasa latin Lubere yang artinya

mengatur atau memerintah.
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3. Lex yang berasal dari kata /lasere, yang artinya mengumpulkan
orang-orang untuk diberi perintah.

Hukum dalam Bahasa Inggris biasa menggunakan istilah law
yang menurut Lawrence M. Friedman adalah a set of rules or
norms, written or unwritten, about right and wrong behaviour, duties,
and rights, yang artinya seperangkat peraturan atau norma, tertulis
maupun tidak tertulis, mengenai perilaku benar dan salah,
kewajiban-kewajiban dan hak-hak.

Sedang dalam kasus Besar Bahasa Indonesia, hukum
memiliki arti:

a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,
yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
b. Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur
pergaulan hidup masyarakat’.
2. Tujuan Hukum

Tujuan Hukum yang paling utama adalah untuk mendapatkan
keadilan. Hukum juga bertujuan untuk menegakkan ketertiban.
Ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia
yang teratur.

Tujuan  hukum  adalah mengadakan  keselamatan,
kebahagiaan dan tata tertib masyarakat. Hukum bertujuan

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum

1 Suparman Usman, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
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itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan
dari masyarakat.
Adapun tujuan hukum menurut para ahli:

a. Roscoe Pound
Menurut Roscoe Pound ada empat tujuan hukum, pertama,
untuk menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Kedua,
untuk mempertahankan status quo dalam masyarakat. Ketiga,
untuk memungkinkan individu memiliki kebebasan maksimum.
Keempat, sebagai kepuasan maksimal dari kebutuhan rakyat.

b. Jeremy Bentham
Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk
mewujudkan (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk
sebanyak-banyaknya orang.

c. Gustav Radbruch
Gustav Radbruch memaparkan, tujuan hukum vyaitu keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan, keadilan harus mempunyai posisi
yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian
hukum dan kemanfaatan.

d. Aristoles
Aristoles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai
sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas
apa yang sudah menjadi haknya. Teori ini kini dikenal sebagai
teori etis.

e. Mochtar Kusumaatmadija
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Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan
(kepastian) dam ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban
kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin,
seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya
kepastian dan keteraturan.
f. S.M Amin
Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam
pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban
terpelihara.
3. Fungsi Hukum
Hukum mempunyai fungsi, hal ini di wujudkan dalam bentuk
adanya aturan-aturan yang komprehensif. Fungsi tersebut juga
lebih di tekankan pada upaya tercipta dan terwujudnya ketertiban,
keserasian, ketenntraman, dan keamanan bagi setiap umat
manusia.
Menurut J.P Glastra Van Loon bahwa hukum mempunyai
fungsi yang sangat penting, yaitu:
a. Menerbitkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
b. Menyelesaikan pertikaian
c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib aturan-aturan
d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka

penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan
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e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara
merealisasikan fungsi diatas?.

Sedangkan menurut Sjachran Basah, fungsi hukum dalam
kehidupan masyarakat terutama di Indonesia, mempunyai fungsi,
yaitu:

a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk
membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan
tujuan kehidupan bernegara

b. Integrative, sebagai Pembina kesatuan bangsa

c. Substantif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-
hasil pembangun) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan masyarakat.

d. Perfektif, sebagai penyempurnaan terhadap Tindakan-tindakan
administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam
kehidupan bernegara dan masyarakat.

e. Korektif, dalam mendapatkan keadilan.

Dalam perkembangan masyarakat, fungsi terdiri dari:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin
hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka
hukum dapat memberi keadilan adalah dapat menentukan siapa

yang salah dan siapa yang benar.

2 R. Soesoro, Pengantar llmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
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3. Sebagai sarana penggerak pembangunan
Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat
digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan
pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa
masyarakat kea rah yang lebih maju
4. Sebagai fungsi kritis
Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan
bahwa hukum mempunyai fungsi kritis yaitu daya kerja hukum
tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur
pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum
termasuk di dalamnya.
Dari penyebutan fungsi hukum di atas, bahwa fungsi hukum
adalah kadar kesadaran hukum masyarakat dan pengayoman

dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

B. Putusan
1. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang
dapat berbentuk tertulis atau lisan. Pengertian putusan sendiri
diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 Ayat (1) dan (2) yang
menyebutkan bahwa: ayat (1) “Putusan pengadilan selain harus

memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu
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dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau
sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili”. Ayat (2) “Tiap putusan pengadilan harus ditanda
tangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang
ikut serta bersidang”.

Definisi putusan pengadilan diatur dalam pasal 1 butir 11
KUHAP yang berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan
hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang
dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang ini”.

. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam
putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1), (2)
dan pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Macam putusan hakim pidana
yang diatur dalam KUHAP yaitu:

a. Putusan Bebas (Vrijspraak)
Putusan bebas dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1)
KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka

terdakwa diputus bebas”. Yang dimaksud dengan “perbuatan
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didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”

adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan
hukum acara pidana. Apabila setelah melalui pemeriksaan
didepan persidangan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang
secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan,
tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus
kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti itu, tidak diyakini
oleh hakim.

2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik
tolak dari dua asas dalam pasal 183 KUHAP dihubungkan
dengan Pasal 192 Ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas
pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim:

a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama
sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang dijatuhkan
dipersidangan tidak dapat membuktikan kesalah terdakwa.

b) Dalam hal ini juga bertentangan dengan pasal 185 Ayat
(2), bahwa seorang saksi bukan saksi.

Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai
cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh

apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.
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Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat
argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan
terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan
alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum
dalam membela terdakwa. Karena jika meyakinkan atau
menimbulkan keraguan-keraguan, hakim wajib membebaskan
terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas
penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak di ikuti oleh
keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini
akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas?.

b. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Ayat
(1) KUHAP yang berbunyi:

“‘Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka
pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana
sesuai dengan ancaman yang ditentukan kepada terdakwa.

3. Syarat Sah Dan Isi Putusan
Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua putusan
pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila

diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Pasal 197 ayat (1)

8 M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar
Grafika, Jakarta.
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KUHAP merumuskan secara rinci dan limitatif tentang isi putusan.
Surat putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini
memuat:

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan
terdakwa.

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan
terdakwa.

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pemidanaan atau Tindakan dan Pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim
kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi
semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan

kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
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Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mngenai
barang bukti.

Keterangan bahwa seluruh surat ternyat palsu atau keterangan
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik
dianggap palsu

Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan

atau dibebaskan.

. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim

yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat

kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam

ayat (1). Pasal 197 ayat (2) berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan

dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan | Pasal ini akan

mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

KUHAP:

a.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala
apa yang ada dan apa yang dikemukakan disidang oleh pihak
dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa,
penasehat hukum dan saksi korban.

Kecuali yang tersebut dalam ayat (2) huruf a, e, f dan h apabila

terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan
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tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum dari

ketentuan Pasal 195 dan 197 ayat (1) dan (2) KUHAP diatas,

dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan

adalah:

1) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195
KUHAP)

2) Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2)

KUHAP)*.

C. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Alle Rechts
Vevorlging)
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal
191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa
diputus lepas dari segala tuntutan hukum™.
Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:
1. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok
dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan
yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan
tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam

lingkup hukum pidana tetapi masuk lingkup hukum perdata.

4 Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 1982, Penerbit: Simplex Jakarta,
Jakarta.
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2. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa
tidak dapat dihukum, misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51,
masing-masing dari KUHPS.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari
segi hukum pembuktian, yaitu’

1. Pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan
jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain,
tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu
dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai
keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP)

2. Sedangkan, pada putusan lepas (Onslag Van Recht Vervolging),
segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak
dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan
tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum
adat atau hukum dagang.

Selain berdasarkan pendapat dari Lilik Mulyadi sebagaimana
dimaksud diatas, penjatuhan Putusan bebas dan putusan lepas oleh
seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur

Pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada

6 Laden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
7 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
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atau tidak adanya alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden),
baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar
(contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP),
maupun yang ada diluar undang-undang (contoh: adanya izin).

Mengenai putusan lepas dapat kita temui pengaturannya dalam
Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(“KUHAP”) yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari
hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
maka terdakwa diputus bebas”.

Yang dimaksud dengan “Perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti sah meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti
menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan
alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana (penjelasan pasal
191 ayat (1) KUHAP).

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul pembahasan
permasalahan dan penerapan KUHAP mengatakan bahwa putusan
bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum
(vrijspraak) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.
Tegasnya terdakwa tidak dipidanakan. Berbeda halnya jika
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
tindak pidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum
sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini

dinamakan putusan lepas.
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Uraian mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar adalah
sebagai berikut:

1. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa.
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap merupakan
perbuatan yang melawan hukum jadi tetap merupakan Tindak
Pidana, namun ia tidak dipidanakan karena tidak ada kesalahan.
Alasan pemaaf yang terdapat dalam Pasal 44, 51 Ayat (2) dan
Pasal 48 yang kemungkinan merupakan alasan pemaaf dan dapat
pula sebagai alasan pembenar. Contoh perbuatan yang dapat
menjadi alasan pemaaf ialah karena terganggu kejiwaan (hal ini
menjadi alasan pemaaf karena tidak dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya).

2. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan
hukumnya suatu perbuatan. Artinya, perbuatan tersebut tidak
bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak
terpidana. Alasan pembenar dalam KUHP adalah Pasal 49
(pembelaan terpaksa) dam Pasal 50 (menjalankan perintah

Undang-Undang).

D. Tindak Pidana Penipuan
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam
hukum pidana yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat

dalam WvS (Wetboek Van Strafrecht) Belanda, tetapi tidak ada
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penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit
itu.Istilah  “Tindak Pidana” merupakan istilah hukum dalam
khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah
terjemahan dari istilah “strafbaarfeit’.

Strafbaar feit, istilah hukum dalam Bahasa Belanda, merupakan
rangkaian dari kata “strafbaar’ dan kata “feit’. “strafbaar’
mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “feit” berarti
Sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “strafbaar
feit’ adalah Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.
Arti secara hurufiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui
bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi,
bukan kenyataan.

Ada beberapa pendapat para ahli yang memaparkan dan
mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah
Van Hammel yang telah merumuskan “strafbaar feit’ itu sebagai:

“Suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa:
“Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut “strafbaarfeit’
merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh Undang-
Undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman
pidana (sanksi) yang dapat ditimpahkan oleh negara pada siapa
atau pelaku yang membuat tingakh laku yang dilarang

tersebut”.Menurut Pompe, dalam bukunya Tien, S.H. “Strafbaar feit’
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dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut: “Suatu
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang
disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh
seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan hukum”.

Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang
dimaksud oleh istilah “strafbaar feit’ atau “tindak pidana”, simons
dalam bukunya “Leekboekvan het Nederlandse”, terhadap istilah
“strafbaar feit” ini mengemukakan: “Suatu handeling (Tindakan/
perbuatan) yang diancam pidana oleh Undang-Undang,
bertentangan dengan hukum (onrechmatige), dilakukan dengan
kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.
Bahwa “strafbaar feit” harus di artikan seperti pendapat diatas
menurut simons, karena:

a. Untuk adanya “strafbaar feit’ itu di isyaratkan bahwa disitu harus
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan
oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan
atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu
tindakan yang dapat dihukum.

b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka Tindakan tersebut
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang

dirumuskan dalam undang-undang, dan
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c. Setiap “strafbaar feit” sebagai pelanggaran terhadap larangan
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya
merupakan suatu Tindakan melawan hukum atau merupakan
fsuatu “onrechmatige handeling’.

Istilah “strafbaar feit’ ini, oleh ahli hukum bangsa kita
diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah
istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam
Bahasa Indonesia sebagi hasil pemikiran dari ahli hukum Kita,
dalam mengganti “strafbaar feit’ adalah:

a. Perbuatan yang dapat dihukum

b. Peristiwa pidana

c. Perbuatan pidana, dan

d. Tindak pidana.

Pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan
pengertian. Merumuskan dan memformulasikan pengertian
mengenai apa yang dimaksud dengan “strafbaar feit’ setelah istilah
tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh R. Tresna
tindak pidana (strafbaar feit) diartikan sebagi: “Suatu perbuatan
atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya,
terhadap perbuatan mana diadakan Tindakan hukumnya”.

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan

Undang-Undang KUH Pidana, dalam pasal 11 menyebutkan:
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. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana.

. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan

tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-
undangan, harus juga Dbersifat melawan hukum atau

bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum,

kecuali ada alasan pembenar.

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana,

sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana

yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah:

1.

2.

Adanya perbuatan hukum
Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam
ketentuan hukum

Orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan

. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum

Orangnya harus bersalah
Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman
hukumannya.

Selain itu, suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika tidak

memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delik),
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berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan beberapa syarat, antara
lain:
a. Perbuatan manusia
b. Bersifat melawan hukum
c. Dapat dicela

Perumusan delik dalam undang-undang merupakan sandaran
atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan di katakana
sebagai kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum, menurut
simsons; untuk dapat dipidanya seseorang suatu perbuatan harus
memenuhi unsur yang terdapat didalam undang-undang, pendapat
simsons tersebut merupakan sifat melawan hukum formil.
Kemudian pendapat lain, bersifat melawan hukum materil,
dimana suatu perbuatan tidak perlu tercantum di dalam peraturan
perundangan, jika menurut isinya suatu perbuatan tersebut dapat
dipidana, jadi sifatnya lebih terbuka untuk kejahatan yang tidak
diatur secara khusus di dalam undang-undang. Atas alasan inilah
maka pelaku penipuan arisan dapat dijerat dengan menggunakan
KUHP.
. Pengertian Penipuan

Penipuan Bedrog (Oplichting), title XXV buku I KUHP berjudul
“bedrog” yang berarti penipu dalam arti luas, sedangkan Pasal
pertama dari title itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana

“Oplichting” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang
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Pasal-Pasal lain dari title tersebut memuat tindak pidana lain yang
bersifat penipuan dalam arti luas.

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat
keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih
dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.
Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan
melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan
menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang
dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku Il KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang
dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu
memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan
adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP : “Barangsiapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau
martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang maupun menghapus piutang, karena penipuan, dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini
adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan

alat pembujuk/penggerak”:
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1. Memakai nama palsu
2. Memakai keadaan palsu
3. Rangkaian kata-kata bohong
4. Tipu muslihat
5. Agar menyerahkan suatu barang
6. Membuat hutang
7. Menghapus piutang
Unsur subyektif, “dengan maksud”
1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Dengan melawan hukum
Alat pembujuk/penggerak:

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan
hukum membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan
sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:

a. Nama Palsu
Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama
orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh
siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam
nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang
tidak dikenal oleh orang lain.
b. Keadaan atau Sifat Palsu
Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan

dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu,
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keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam
keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai
anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.
. Rangkaian kata-kata bohong

Di isyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong
diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup
sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-
kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga
merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu
yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata
yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.
. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan
sedemikian  rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu
menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari
sesuatu kepada orang lain. Menunjukkan surat-surat palsu,
memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.
. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan
Barang Sesuatu.

Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan

harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak

itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat

penggunaan/pembujukan  itu  belum cukup bukti tanpa
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menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena
dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu
pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa
seseorang untuk menyerahkan suatu barang. Psyche dari korban
karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian
rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa
penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-

nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.
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BAB il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”
dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek
yang mudah terpegang ditangan. Penelitian hukum pada dasarnya
merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika,
dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Jenis
penelitian yang digunakan adalah normatif empiris merupakan suatu
metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum
normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau

unsur empiris

B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah suatu lokasi atau tempat melakukan
suatu pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian
berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi
tersebut karena secara yuridis pertimbangan hukum hakim dalam
putusa perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks) adalah keliru, tempat
penelitian serta lokasi mudah dijangkau oleh peneliti sehingga akan

mudah dilakukan ketika menganalisis data.
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C. Sumber Data Dan Bahan Hukum
Sumber data penelitian hukum normatif-empiris yang akan
digunakan ialah data primer dan data sekunder, yaitu:
1. Data Primer
Sumber data primer adalah kata-kata dan Tindakan orang-
orang yang diamati atau diwawancarai. Sedangkan data primer
adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan
secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek
yang dapat dipercaya, dalam hal ini subyek penelitian (informan)
yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
2. Data Sekunder
Data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Penulis menggunakan data sekunder yang bersifat publik yaitu data

resmi pada instansi-instansi pemerintah seperti putusan hakim dari

Pengadilan Negeri Makassar. Adapun data sekunder lainnya yang

digunakan, sebagai berikut:

a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat,
seperti perundang-undangan dan KUHP.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisi dan memahami bahan hukum primer,
seperti karya tulis ilmiah, jurnal imliah, artikel dalam media
internet yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana

penipuan.
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara
bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang
penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas
terstruktur, dengan menggunakan panduan pertanyaan yang
berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak
kehilangan arah.
2. Studi Pustaka
Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis yang berkaitan
mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan
dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian
hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh
tata sekunder yaitu dengan cara membaca dan mengutip literatur,
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas.

E. Analisis Data
Analisis data penelitian yang digunakan suatu sistem analisis
data secara Kualitatif dari hasil menggabungkan sekunder yang

diperoleh dari studi kepustakaan dengan data primer yang diperoleh
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dari hasil wawancara serta data-data langsung dari lokasi penelitian.
Analisis data yang diperoleh secara kualitatif dapat memberikan
deskripsi dan penjelasan kata yang menunjukkan aliran kronologis
peristiwa. Menganalisis secara lengkap dan komprehensif keseluruhan
data sekunder yang diperoleh dan menganalisa kasus serta putusan

Hakim sehingga menjawab permasalah-permasalahan dalam skripsi ini.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tuntutan (Onslag Van Alle
Rechts Vervolging) Pada Tindak Pidana penipuan di Makassar
Sesuai Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek
penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.
Putusan hakim berguna bagi pelaku atau terdakwa untuk
mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dalam upaya
membuat putusan, hakim harus mempunyai penyimpangan yuridis.
Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis
hukum merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah
perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang
di dakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut
relevan terhadap amar/dictum putusan hakim®. Pertimbangan Putusan
Hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat
mendasar dan inti, pertimbangan mana harus di tempatkan pada
prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut Hukum
dan Perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk

mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan

8 Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek
Peradilan. Mandar, him 193.
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yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis,

sosiologis, psikologis, dan religious®.

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan.
Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun
ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik
dan kesamaan proporsional.

a. Kesamaan Numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan
dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum

b. Kesamaan Proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang
menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya,

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2, yaitu:

a. Keadilan distributive adalah keadilan yang berlaku dalam ranah
hukum publik, yaitu focus pada distribusi kekayaan dan barang lain
yang diperoleh masyarakat;

b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau
membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi
pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi
pelaku kejahatan.

Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang di
pakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar

sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2

9 Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan HUKUM HAKIM Berbasis
Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kencana, Jakarta,
him.110
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yaitu pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta-fakta hukum vyang terungkap dalam
persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang
harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum,
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan
pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana’®. Dan pertimbangan non-
hukum dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa
dan agama terdakwa''. Jadi hakikat dari pertimbangan hakim yaitu
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan
pelaku atau terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak
pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah
didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan
dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang di
maksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut
Umum, kesesuaian antara saksi, keterangan saksi ahli, barang-barang
bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan.

Setelah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan
Negeri Makassar Harto Panco, S.H., M.H., pada tanggal 24 Januari
2023, beliau berpendapat bahwa:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah lalai

dalam menjatuhkan putusan karena tidak mempertimbangkan

0 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT. Raja Grafindo,
him,73.

" Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung; PT. Citra Adiya
Bakti, him.212.
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Pasal 378 KUHP. Dalam unsur Pasal 378 KUHP terdapat unsur
“rangkaian kata-kata bohong” namun tidak dipertimbangkan
sehingga lalai dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makassar hanya mempertimbangkan adanya
perjanjian (Perdata) yang dibuat sehingga delik yang di lakukan
adalah suatu perkara keperdataan?.

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa dalam pertimbangan hakim
penjatuhan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam
Putusan Perkara Nomor: 468/Pid.B/2022/PN.Mks. Menimbang, bahwa
terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang
berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHP Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana
berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

2 Wawancara dengan Harto Panco, S.H., M.H,. Hakim Pengadilan Negeri Makassar,
Pada tanggal 24 Januari 2023, selasa, pukul 10.00.

43



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing
merupakan Kkejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu
perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang bermaksud dengan barang siapa
dalam Hukum Pidana adalah subjek atau manusia (Natuurlijke Person)
yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang
di dakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Jumaliati Febriani Alias
Ani Binti Hatuba Dg. Mangngung yang setelah di periksa dan di teliti
identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas
terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Di
samping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab
seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan
lancer, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat
melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka
persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta
tidak di temukan adanya alasan pembenaran dan atau pemaaf
sehingga para terdakwa di pandang mampu bertanggungjawab atas

perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
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Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah
terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan menggerak orang lain untuk
menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378
KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam
dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena menyangkut hutang
piutang, yang merupakan ranah perkara perdata maka terdakwa
harus di nyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana
tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun bukan
merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas
maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa cukup beralasan untuk
dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di lepaskan dari segala

tuntutan hukum pidana maka harus di keluarkan dari tahanan.
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Menimbang, bahwa oleh karena di nyatakan (Onslag Van
Alle Rechts Vervolging), maka terdakwa harus di pulihkan nama
baiknya dalam Harkat Martabat dan kedudukannya.

Menimbang, bahwa di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum
Pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal diatas dan disertai fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, tuntutan pidana penuntut umum, ancaman
pidana dari delik yang bersangkutan, fakta-fakta yang terungkap di
persidangan serta mempertimbangkan dakwaan pertama Jaksa
penuntut umum Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Maka
Majelis Hakim Mahkamah Agung melakukan musyawarah dan
berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah
pantas dan sesuai dengan rasa keadilan. Maka majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makassar Menyatakan terdakwa JUMALIATI
FEBRIANI Alias ANI Binti HATUBA DG.MANGNGUNG telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana
tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum akan tetapi
bukan merupakan tindak pidana, Melepaskan terdakwa dari segala

tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging).Memerintahkan
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terdakwa di keluarkan dari tahanan, memulihkan nama hak-hak
terdakwa dalam kemampuan kedudukan, Harkat dan Martabatnya,
Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara™s.

ANALISIS YURIDIS PENELITI

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan suatu
perbuatan pidana yaitu:

- Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana;
- Kedua Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut
dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, memilih langsung
dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378
KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya barang siapa,
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain unyuk menyerahkan sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika
antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Majelis hakim menyatakan bahwa oleh karena semua unsur
Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana
dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat
Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar
mengadili menyatakan menurut hukum membebaskan terdakwa
JUMALIATI FEBRIANI Alias ANI Binti HATUBA DG. MANGNGUNG
dari tuntutan pidana sebagaimana yang didakwakan dan/atau dituntut
oleh Jaksa Penuntut Umum setidak-tidaknya terdakwa dilepaskan dari
segala tuntutan hukum pidana (Onslag Van Alle Rechts Vervolging)
dengan alasan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa tidak sependapat dan
menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum a quo,, dan berpendapat

3 Wawancara dengan Harto Panco, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar,
Pada tanggal 24 Januari 2023.
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hukum bahwasanya unsur perbuatan pidana atas perbuatan terdakwa
ada, namun dari segi tanggung jawab pidana (Liability hukum) bukan
merupakan suatu perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata in
casu ada unsur ingkar janji (wanprestasi) menurut hukum perikatan in
casu ada perjanjian.

TENTANG ASAS PEMBUKTIAN

1. Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh terdakwa?

2. Apakah perbuatan terdakwa benar sesuai dengan yang di
dakwakan atau tidak?

3. Apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana dan
dapat dibuktikan? Sesuai dengan syarat-syarat dari hukum
pembuktian atau tidak atau bukan merupakan perbuatan pidana?

4. Apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur
dari suatu peraturan pidana atau tidak, perbuatan itu sesuai
dengan peraturan atau perundang-undangan atau tidak, dan
lain-lain ketentuan yang tentunya diperoleh dari alat-alat bukti
yang ditemukan?

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, dapat diketahui bahwa dalam
hukum acara pidana, menganut sistem pembuktian yang harus di
dasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu;

1. Harus di dasari kepada alat bukti yang diakui oleh undang-
undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang
diatur dalam Pasal 184 KUHAP, vyaitu keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

2. Negatief bewijs, yang sesuai dengan maksud undang-undang
adalah bahwa keyakinan hakim saja tidak cukup untuk
menyatakan seseorang telah bersalah, keinginan hakim harus
dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling
mendukung.

Hal tersebut, dapat terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang

berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada

seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah, ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Tentang keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP,
disebutkan "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang
saksi nyatakan dalam sidang” dan "keterangan seorang saksi saja
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tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap

perbuatan yang didakwakan padanya”.

Dalam hal menilai keterangan seorang saksi, hakim harus

memperhatikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (6)

KUHAP, yang menyebutkan bahwa dalam menilai kebenaran

keterangan saksi satu dengan yang lain, hakim harus dengan

sungguh memperhatikan;

» Kesesuaian Antara Keterangan Saksi Satu Dengan Yang Lain;

» Kesesuaian Antara Keterangan Saksi Dengan Alat Bukti Yang
Lain;

» Alasan Yang Mungkin Digunakan Oleh Saksi Untuk Memberikan
KETERANGAN Tertentu;

» Cara Hidup Dan Kesusilaan Saksi, Serta Segala Sesuatu Yang
Pada Umumnya dapat Mempengaruhi Dapat Tidaknya
Keterangan Itu Dipercaya.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) di atas, Peneliti menyatakan Surat
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menyampaikan analisa
hukum dan fakta persidangan dalam tuntutannya sudah tepat dan
benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Harto Panco, S.H., M.H,
seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar Harto Panco, S.H.,
M.H, yang penulis wawancarai pada tanggal 24 Januari 2023,
beliau berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Makassar telah lalai dalam menjatuhkan putusan, karena tidak
mempertimbangkan unsur “rangkaian kata-kata bohong” yang
ada dalam Pasal 378 KUHP, sehingga lalai dalam menerapkan
hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya
mempertimbangkan adanya kesepakatan lisan yang kemudian
dipandang sebagai perjanjian hutang piutang (keperdataan).

B. Akibat hukum dari putusan Onslag Van Alle Rechts Vervolging
terhadap kedudukan terdakwa
Yang di maksud dengan akibat hukum ialah suatu akibat yang di
timbulkan oleh adanya hubungan hukum. Suatu hubungan hukum
memberikan hak dan kewajiban yang telah di tentukan oleh Undang-
undang, sehingga kalau di langgar akan berakibat, bahwa orang-orang

yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.
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Suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ingkar
janji untuk menonton bioskop bersama tidak akan membawa akibat.
Namun secara non hukum misalnya kekesalan dan rasa tidak enak
serta kecewa dari yang dijanjikan bisa saja terjadi.

Secara lebih tegas dapat di artikan bahwa akibat hukum itu
adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang di
lakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum'. Dalam kasus ini
tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap
putusan lepas dari segala tuntutan (Onslag Van Alle Rechts
Vervolging). Terdapat beberapa akibat dari putusan Onslag Van Alle
Rechts Vervolging terhadap terdakwa vyaitu: Pengadilan Negeri
Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan
biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Jumaliati Febriani Alias Ani Binti Hatuba Dg.
Mangngung
Tempat lahir . Makassar

Umur / tanggal lair : 38 Tahun / 28 Februari 1984

Jenis kelamin . Perempuan
Kebangsaan . Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tentara Pelajar Lr. 159 no 27 RT.005 RW.

001 Kel. Malimongan Tua Kec. Wajo Kota

Makassr.

4 Hasim Purba & Muhammad Hadyan Yunhas,2019, Dasar-Dasar Pengetahuan Ilimu
Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. HIm.123-124.
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Terdakwa Jumaliati Febriani Alias Ani Binti Hatuba Dg.

Mangngung di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1.

Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli
2020.

Menyelidiki sejak tanggal 16 Juni 2020 menangguhkan penahan
terdakwa (di keluarkan dari tahanan).

Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan
tanggal 19 April 2022.

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai
dengan tanggal 5 Mei 2022.

Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan
tanggal 4 Juli 2022.

Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua
Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal
3 Agustus 2022.

Karena menyangkut hutang piutang, yang merupakan ranah

perkara perdata maka terdakwa harus di nyatakan terbukti melakukan

perbuatan sebagaimana di sebut dalam Dakwaan Penuntut Umum,

namun bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan di

atas maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa cukup beralasan

untuk dikabulkan. Oleh karena itu bukan merupakan tindak pidana,

maka terdakwa harus di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum Pidana
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(Onslag Van Alle Rechts Vervolging), karena di lepaskan dari segala
tuntutan hukum pidana maka harus di keluarkan dari tahanan, di
nyatakan (Onslag Van Alle Rechts Vervolging), maka terdakwa harus
di pulihkan nama baiknya dalam Harkat, Martabat dan Kedudukannya.
Di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum Pidana maka biaya perkara di
bebankan kepada Negara. Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkesimpulan

sebagai berikut:

1.

2.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana
terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 486 / Pid.B / 2022 /
PN.Mks. oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terdakwa
di putus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle
Rechts Vervolging) adalah keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Makassar tidak mempertimbangkan unsur “rangkaian kata-
kata bohong” yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, sehingga lalai
dalam menerapkan hukum.

Akibat hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum
(Onslag Van Alle Rechts Vervolging) adalah terdakwa tidak dapat
menjalani hukuman badan dan demi hukum harus dikeluarkan dari
penahannya, begitu pula terhadap nama baik atau harkat dan
martabat terdakwa dapat dipulihkan (direhabilitasi) dalam

kedudukan dan kemampuannya sediakala.

B. Saran

Berdasarkan saran yang telah penulis jabarkan mengenai

permasalahan dalam skripsi ini. Maka guna melengkapi hasil penelitian
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ini, penulis perlu menambahkan beberapa saran. Adapun saran-saran

yang perlu disampaikan:

1.

Bahwa seharusnya aparat/penegak hukum melakukan upaya
maksimal dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan
penggelapan secara kekeluargaan dalam bentuk perdamaian
melalui pendekatan konsep restorative justice (RJ), dan tetap

diselesaikan di Pengadilan Negeri dengan Penetapan;

. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat lebih teliti dan cermat

dalam memeriksa perkara dengan mencantumkan serta mengurai

asas-asas pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
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